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BUPATI BELITUNG TIMUR

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Menimbang

Mengingat

a.

INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka penyesuaian sistem kerja untuk
penyederhanaan birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 8
Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Inspektorat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016
tentang Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Kabupaten Belitung Timur sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Belitung
Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Kabupaten Belitung Timur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8
Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Inspektorat Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1605);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);



Menetapkan

9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun
2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur
Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur.

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah
Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

S. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Belitung Timur.

6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten
Belitung Timur.



8. Sekretaris Inspektorat Daerah adalah Sekretaris
Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang
memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki
pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya
untuk mencapai tujuan organisasi.

10. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan
yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis
sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab
langsung dalam mengelola dan mengawasi Kinerja
pegawai.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan kepada keahlian dan/atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

12. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan
ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat
lain yang diberi pendelegasian kewenangan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:
a. Sekretariat Inspektorat Daerah, terdiri dari:

1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional,;

b. Inspektorat Pembantu, terdiri dari:

1. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan,
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional,;

2. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian
dan Pembangunan, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional;

3. Inspektorat Pembantu Bidang Kesejahteraan
Rakyat, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional; dan

4. Inspektorat Pembantu Bidang Investigasi, terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan struktur organisasi Inspektorat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 7

Sekretariat Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal S terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8 dihapus.
Pasal 9 dihapus.

Ketentuan BAB IV ditambahkan 2 (dua) bagian yakni bagian
kesatu dan bagian kedua, di antara Pasal 20 dan 21
disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal
20C, dan 20D, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
JABATAN PADA INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Jabatan Manajerial

Pasal 20

(1) Inspektur Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau
jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan
eselon Illa atau jabatan administrator.

(3) Kepala Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Daerah
merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Jabatan Nonmanajerial

Pasal 20A
Jabatan Nonmanajerial terdiri atas:

a. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
b. Jabatan pelaksana.




Pasal 20B

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20A huruf a terdiri atas:

a.

b.
(o8

(1)

(3)

(1)

(2)

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah di Daerah;

Jabatan Fungsional Auditor; dan

Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam
beberapa Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.

Pasal 20C

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan
Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B huruf
a dan huruf b dengan jenjang jabatan terampil, terampil
mahir, penyelia, ahli pertama dan ahli muda
ditempatkan/berkedudukan di bawah Inspektorat
Pembantu.

Kelompok Jabatan Fungsional lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20B huruf c¢ dengan jenjang
jabatan terampil, ahli pertama, dan ahli muda
ditempatkan /berkedudukan pada Sekretariat
Inspektorat Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20B dengan jenjang ahli madya
ditempatkan/berkedudukan di bawah Inspektur.

Pasal 20D

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana ditentukan
berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari
setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Jabatan  pelaksana berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada pejabat administrator atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
fungsi jabatan.

BAB V dihapus.




Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

6)

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, jabatan pimpinan tinggi
pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas,
jabatan pelaksana dan jabatan fungsional harus
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi,
dan simplikasi baik secara vertikal, diagonal maupun
horizontal.

Dalam hal melaksanakan kinerja tertentu yang output
atau pencapaian kinerja berdampak terhadap capaian
strategis PD, Pejabat Penilai Kinerja dan/atau kepala PD
dapat melakukan penugasan melalui penunjukan
dan/atau pengajuan sukarela kepada pejabat
fungsional dan pelaksana.

Pejabat fungsional dan pelaksana dapat ditugaskan
secara perorangan dan/atau dalam tim kerja dengan
mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan
kolabarasi berdasarkan keahlian dan/atau
keterampilan.

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan penugasan langsung kepada pejabat
fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja
tertentu.

Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan penugasan pejabat fungsional atau
pelaksana atas dasar pemohonan aktif dari pejabat
fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja
tertentu.

Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dalam tim
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan dan dapat
berasal dari internal unit kerja, lintas unit kerja dan
lintas PD.




Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 18 Desember 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd
MATHUR NOVIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 40
|
i
|
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BUPATI BELITUNG TIMUR,
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